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Avrticle History:
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Accepted Mar 18", 2024 masih belum mengetahui urgensi dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Oleh

karena itu perlu adanya penyuluhan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman
kepada masyarakat atas pentingnya PTSL sebagai bentuk kepastian hukum atas hak
tanah yang mereka miliki sehingga dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman atas
tanah yang mereka miliki. Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Jember melakukan
penyuluhan kepada masyarakat di desa Karangsono menggunakan metode ceramah,
diskusi dan konsultasi untuk masyarakat yang mungkin tidak berani menyampaikan
masalah atau pertanyaan mereka didepan umum. Hasil kegiatan yang dilakukan dapat
diperoleh data bahwa masyarakat telah memahami hukum pertanahan yang melindungi
hak atas tanah, memahami persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan bukti
kepemilikan tanah. Pada kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh warga desa Karangsono,
anggota aparat desa, dan pegawai pengukuran tanah yang telah mendapat pemahaman
yang lebih baik tentang hukum pertanahan khususnya prosedur pendaftaran tanah.

Kata Kunci : Penyuluhan, PTSL, Peningkatan Pemahaman

Abstract

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a vital thing that people need to do to
protect land rights. However, some people still do not know the urgency of Complete
Systematic Land Registration. Therefore, there is a need for outreach to provide the
public with an understanding of the importance of PTSL as a form of legal certainty
regarding the land rights they own so that it can create a sense of security and comfort
over the land they own. The National Land Agency in Jember Regency provides
outreach to the community in Karangsono village using lecture, discussion and
consultation methods for communities who may not dare to express their problems or
questions in public. As a result of the activities carried out, data can be obtained that
the community understands land laws that protect land rights, understands the
requirements and procedures for obtaining proof of land ownership. This outreach
activity was attended by residents of Karangsono village, members of village officials,
and land measurement employees who had gained a better understanding of land law,
especially land registration procedures.

Keyword : Counseling, PTSL, Increased Understanding

PENDAHULUAN

Masyarakat desa memiliki tanah, tetapi banyak orang tidak memahami pentingnya pendaftaran tanah. Mereka
hanya merasa aman dengan keadaan saat ini (Askar et al., 2023). Namun, ketika melakukan tindakan hukum seperti jual
beli, hibah, dan sebagainya atau ketika peristiwa hukum diwarisan menimbulkan masalah di kemudian hari (Budiarsa et
al., 2023). Pentingnya pendaftaran tanah menunjukkan keamanan hukum dan hak atas permukaan (Simanjuntak &
Manurung, 2023). Selanjutnya, pertanyaannya adalah, kepetingan siapa saja yang dilindungi dan direspons? Pertanyaan
tersebut bergantung pada kepentingan siapa yang memiliki hak atas tanah tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh
Pengabdian pada Masyarakat di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Hal
ini dilakukan karena pemengang hak atas tanah tersebut ingin membuatnya mudah untuk membuktikan bahwa mereka
adalah pemilik tanah (Elfani & Adnan, 2022). Caranya adalah dengan melakukan pendaftaran tanah, yang akan
menghasilkan surat tanda bukti hak, yaitu sertifikat. Selanjutnya, kepentingan pihak lain, seperti calon pembeli dan calon
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kreditur, agar mereka dapat dengan mudah mendapatkan data yang dapat diandalkan. Caranya adalah siapa pun yang
ingin mendapatkan Surat Keterangan Pendaftran Tanah (SKPT) dapat menghubungi kantor pertanahan secara publik
(Masnah et al., 2021).

Dalam rangka memperoleh SHM, dapat dilakukan dengan pendaftaran tanah melalui BPN. Pendaftaran tanah
bertujuan untuk menjamin kepastian hak atas tanah yang dimiliki masyarakat maupun pemerintah dalam upaya
pengamanan serta manajemen aset (Parapat & Kurniawan, 2021).

Kegiatan pendaftaran tanah ini menurut UUPA meliputi:

a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Pendaftaran tanah adalah proses pertama yang dilakukan untuk mendaftarkan tanah yang belum pernah
didaftarkan atau disertifikatkan. Hal ini sangat penting karena hak atas tanah harus didaftarkan untuk memberikan
keamanan hukum bagi pemegang hak dan pihak yang berkepentingan dengan tanah (M. Surip, Elly Prihasti W, 2020).

Dalam melakukan proses pendaftaran tanah, pemerintah daerah dan masyarakat yang akan mendaftarkan tanah
wajib membayar sejumlah biaya administrasi untuk kegiatan tersebut. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya
tanah pemerintah daerah dan masyarakat yang belum didaftarkan (bersertifikat) (Syahdan et al., 2020). Untuk
menyelesaikan masalah ini, pemerintah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang
merupakan program pendaftaran tanah pertama yang dilakukan secara bersamaan untuk semua objek pendaftaran tanah
yang belum terdaftar di seluruh wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari satu desa atau kelurahan. Tujuan program
PTSL ini adalah untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat
berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik
pertanahan (Sirait et al., 2020).

Dengan dilakukan pendaftaran tanah maka masyarakat dapat mengetahui bahwa pendaftran tanah tersebut
berfungsi untuk memperluas pembuktian dan memperkuat pembuktian. Hal ini dilakukan apabila dalam rangka jual beli
dan pemindahan hak lainnya. Ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah menyebabkan berbagai
masalah yang mungkin dihadapi masyarakat di kemudian hari, seperti konflik, ketidaksesuaian dalam struktur pemilikan
atau penguasaan, dan kurangnya jaminan hukum atas pemilikan dan penggunaan tanah (Ayu, 2019).

METODE
Kegiatan penyuluhan masyarakat ini menggunakan metode penyampaian. Penyuluhan hukum ini disesuaikan
dengan materi dan tempat penyuluhan. Peserta diberikan latar belakang hukum dengan cara berikut:
a. Ceramah
Penyuluhan disampaikan melalui ceramah, yang mencakup dasar hukum, undang-undang dan kebijakan pemerintah
yang mendasari kepemilikan tanah. Metode ini dapat menjangkau seluruh peserta kegiatan secara merata dan
menyediakan materi secara sistimatis.
b.  Diskusi Interaktif atau Tanya Jawab
Teknik ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat memahami materi presentasi dan untuk menggali
lebih dalam masalah masyarakat, terutama terkait dengan pendaftaran tanah.
c. Konsultasi
Teknik ini sangat efektif untuk membantu peserta yang tidak berani mengajukan masalah atau pertanyaan mereka
di depan umum. Ini memungkinkan tim fasilitator untuk membahas lebih lanjut masalah atau kesulitan yang dihadapi
oleh peserta penyuluhan atau warga masyarakat. Dengan demikian, informasi yang akurat tentang masyarakat dapat
diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas
Yuridis yang memberikan penjelasan tentang:
Manfaat program PTSL bagi masyarakat, pemerintah, dan negara;
Langkah-langkah dan prosedur kegiatan PTSL;
Penetapan dan pemasangan tanda batas bidang tanah;
Dokumen yuridis yang diperlukan; dan
Jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas;
Biaya-biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan PTSL

~ooo0oTw

Adapun sumber pembiayaan PTSL berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun
2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, rincian sumber pembiayaan PTSL meliputi:

1.  Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian;
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2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

3. Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum
swasta;

Dana sosial melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan undang-undang; atau

Penerimaan lain yang sah, seperti hibah, pinjaman, atau pinjaman dari badan hukum swasta melalui mekanisme
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.

o &

Penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tentang berbagai
ketentuan UUPA dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah
untuk menjamin kepastian hukum. Permasalahan utama dalam pelaksanaan penyuluhan ini adalah kurangnya pemahaman
masyarakat tentang peraturan pertanahan. Mengingat fakta bahwa masih sering terjadi sengketa hak atas tanah di kalangan
ahli waris yang memerlukan pengadilan untuk menyelesaikannya, banyak anggota masyarakat yang tidak menyadari hak
dan kewajiban mereka yang terkait dengan memperoleh dan menyerahkan hak atas tanah.

IR

Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan ke desa
untuk memberikan informasi hukum pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran hak atas tanah, untuk
memastikan kepastian hukum, baik melalui undang-undang maupun peristiwa (Uni Aglisa Marjulis et al., 2019).

Berdasarkan hasil dari kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang telah di laksanakan dengan judul Program
Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Pertanahan Pada
Masyarakat Desa Karangsono Kabupaten Jember, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut :

a.  Tercapainya Tujuan
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tujuannya telah dicapai:
1. Peserta pelatihan memahami hukum pertanahan yang melindungi hak atas tanah
2. Peserta pelatihan memahami persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan bukti kepemilikan tanah.

b. Tercapainya Target
Tujuan yang telah dicapai yaitu peserta penyuluhan, yang terdiri dari warga desa Karangsono, anggota aparat desa,
dan pegawai pengukuran tanah atau pokmas yang telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum
pertanahan, khususnya prosedur pendaftaran tanah. Ini telah meningkatkan pemahaman peserta tentang tanda bukti
hak atas tanah (sertifikat).

Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah (PP 24 Tahun 1997) merupakan implementasi dari UUPA
(Undang Undang no 5 tahun 1960), yang menetapkan bahwa hak atas tanah harus didaftarkan untuk menjamin kepastian
hukum.Pasai 1 angka 1 PP 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa pendaftaran tanah adalah kumpulan tindakan terus menerus,
berkesinambungan, dan teratur yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan ini termasuk pengumpulan, pengolahan,
pembukuan, dan penyampaian data fisik dan yuridis mengenai bidang bidang tanah dan satuan satuan rumah susun, serta
pemberian surat tanda bukti hak atas bidang bidang tanah.

Berdasarkan pemahaman di atas, masyarakat Desa Karangsono seharusnya tidak perlu khawatir untuk
mendaftarkan tanah mereka karena dengan terbitnya sertifikat mereka akan memiliki keamanan hukum di bidang
pertanahan. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seperti yang diatur dalam Permen ATR/KBPN Nomor 6
Tahun 2018, adalah pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak untuk semua objek pendaftaran tanah di seluruh
wilayah Republik Indonesia, dalam satu wilayah desa, kelurahan, atau nama lain yang setara dengan itu. Ini mencakup
pengumpulan data fisik dan yuridis mengenai satu atau lebih objek pendaftaran tanah.
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Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang
memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualiatas data pendaftran tanah, yang mencakup daftar tanah yang sudah
terdaftar (bersertifikat), tanah yang belum terdaftar (tanah sudah ada hak), dan tanah belum ada hak (tanah negara bebas
hak). PSTL adalah program pemerintah untuk mempercepat pandaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum hak
atas tanah milik masyarakat, yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Terbitnya sertifikat hak atas tanah untuk
memberikan kepastian hukum kepada subjek pajak dan melindungi mereka dari sengketa dan konflik pertanahan. Selain
itu, sertifikat dapat digunakan sebagai collateral di bank untuk usaha produktif yang menguntungkan pemilik tanah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Program penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap merupakan kegiatan penting yang perlu dilakukan. Penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan
kesadaran hukum masyarakat tentang berbagai ketentuan dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan
pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum. Mengingat bahwa masih sering terjadi
problem sengketa tanah khususnya di kalangan ahli waris yang memerlukan pengadilan untuk menyelesaikannya.

Untuk mengatasi hal tersebut makan salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan
penyuluhan ke desa untuk memberikan informasi hukum pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap. Adapun objek dalam Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap meliputi seluruh bidang Tanah
yang belum memiliki hak atas tanahnya, maupun bidang Tanah yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas
data pendaftaran tanah mencakup tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat), tanah yang belum terdaftar (tanah sudah ada
hak), dan tanah belum ada hak (tanah negara bebas hak).

Dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan di Desa Karangasono Kabupaten Jember, hasil yang didapat yaitu
bahwa masyarakat telah memahami hukum Pertanahan yang melindungi hak atas tanah, memahami persyaratan dan
prosedur untuk mendapatkan bukti kepemilikan tanah. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini juga tercapai
target peserta penyuluhan yang mencakup warga desa Karangsono, aparat desa, dan pegawai pengukuran tanah yang telah
mendapat pemahaman yang lebih baik lagi khususnya tentang hukum pertanahan serta produser pendaftaran tanah.
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